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KATA PENGANTAR

Uji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
P Esa atas terselesaikannya penulisan buku ini yang

berjudul Public Private People Partnership: Model
Kolaborasi Baru untuk Pembangunan Berkelanjutan di Era
Digital. Buku ini lahir dari refleksi atas kebutuhan bangsa untuk
membangun sistem kolaborasi yang lebih terbuka, partisipatif,
dan berkelanjutan di tengah dinamika perubahan global yang

begitu cepat.

Konsep Public Private People Partnership atau kemitraan antara
pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dipandang sebagai
pendekatan strategis dalam menjawab tantangan pembangunan di
era digital. Melalui pendekatan ini, pembangunan tidak lagi hanya
menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan menjadi kerja
bersama yang mengedepankan sinergi, inovasi, serta rasa memiliki
dari seluruh unsur bangsa.

Buku ini berupaya menyajikan pemikiran, pengalaman, dan
pembelajaran yang dapat menjadi rujukan praktis bagi berbagai
kalangan, baik akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, maupun
masyarakat luas. Pembahasan di dalamnya tidak hanya bersifat
konseptual, tetapi juga dilengkapi dengan contoh penerapan,
dinamika implementasi, dan rekomendasi kebijakan yang
diharapkan dapat memperkaya wacana pembangunan kolaboratif
di Indonesia.

Harapan kami, karya ini dapat memberikan manfaat yang nyata
bagi para pemangku kepentingan untuk memperluas pemahaman
dan penerapan konsep 4P dalam berbagai sektor pembangunan.
Semoga masyarakat tidak lagi dipandang sebagai objek yang pasif,
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tetapi menjadi subjek aktif yang turut merancang, melaksanakan,
dan menjaga keberlanjutan hasil pembangunan di daerahnya
masing-masing.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak
yang telah memberikan dukungan, gagasan, dan inspirasi dalam
proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi
sumbangsih kecil bagi lahirnya praktik pembangunan yang lebih
inklusif, transparan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.

Jakarta, Mei 2025
Penulis

Dr. Achmad Jaka Santos Adiwijaya S.H., LLM
Totok Sediyantoro, MBA, PhD
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UCAPAN TERIMA KASIH

thamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat
A Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya

sehingga buku ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi
pembaca dan menjadi salah satu sumbangsih kecil dalam
memperkaya khazanah pengetahuan di bidang pembangunan
berkelanjutan.

Penyusunan uku ini tentu tidak terlepas dari bantuan, masukan,
saran, serta dukungan dari berbagai pihak. Tanpa kontribusi
mereka, mustahil buku ini dapat tersaji secara utuh dan bernas
sebagaimana yang diharapkan.

Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada Ir.
Samsul Hadi selaku Ketua Umum LKN Asta Cita beserta seluruh
teman dan rekan pengurus LKN Asta Cita yang telah memberikan
dukungan moral dan semangat selama proses penyusunan buku
ini.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan
kepada Dr. Ir. Lukas Beladi Sihombing, M. T., MPU, M.ASCE.,
atas kontribusi berharga dan masukan substansial terhadap isi
tulisan ini, serta kepada Ismail Sugardo, S.H., M.H., atas peran
serta dalam penyuntingan serta penyempurnaan naskah buku ini
sehingga menjadi lebih komprehensif.

Semoga segala dukungan, pemikiran, dan bantuan yang telah
diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang
setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap buku ini dapat

menambah wawasan para pembaca, memperkaya perspektif para
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pengamat, dan menjadi inspirasi bagi siapa pun yang peduli
terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Matur nuwun.

Penulis
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